SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

‘NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya, serta menjamin pelindungan arsip
bagi kepentingan pemerintah daerah, hak-hak keperdataan,
identitas dan jati diri daerah dan bangsa serta bahan
pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, maka arsip harus dikelola sesuai
prinsip, kaidah, dan standar kearsipan; '

b. Bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan
mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bersih, serta peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan kearsipan Pemerintahan Daerah, Lembaga
Negara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perusahaan,
organisasi  politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan harus dilakukan secara komprehensif dan
terpadu dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan guna
memberikan kepastian hukum dalam keseluruhan
penetapan kebijakan, pembinaan dan pengelolaan kearsipan,
satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

C. bahwa dengan berlakunya undang undang nomor 43 tahun
2009 tentang kearsipan, ketentuan kearsipan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kearsipan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan, kebutuhan Pemerintahan Daerah dan
masyarakat;



Mengingat:

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud

~dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Kearsipan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 238);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3674);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 93 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

~ Nomorl52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor -
5234); , .

Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 'Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3912);.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film
atau Media Lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3151);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomorll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi- Daerah = Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah
ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang

‘Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2005);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

vdan
‘GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
' MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEARSIPAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
- pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945.

3. Pemermtah Provms1 Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah
Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat
Provinsi DKI Jakarta, adalah Provinsi yang mempunyai
kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
karena  kedudukannya sebagai Ibukota. Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. '

Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat SKPD dan Unit Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat UKPD.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Pemerintahan Daerah yang dipisahkan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. -

Kearsipan Daerah adalah hal hal yang berkenaan dengan ar31p
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung

~dalam kegiatan pencipta ar31p dan disimpan selama jangka

waktu tertentu.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantlkan apabila
rusak atau h1lang :

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh
Lembaga Kearsipan.

Arsip terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan
keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang
harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.



